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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh PAD (X1), DAU (X2), 

dan DAK (X3) terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi NTT. Berdasarkan hasil 

pengolahan dan analisis data menggunakan aplikasi SPSS 16, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Secara parsial PAD (X1) berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja 

Modal (Y). Jika PAD berubah sebesar satu-satuan maka Belanja Modal juga 

akan meningkat tetapi tidak signifikan 

2. Secara parsial DAU (X2) berpengaruh negative tidak signifikan terhadap 

Belanja Modal (Y). Jika DAU berubah sebesar satu-satuan maka Belanja 

Modal akan menurun akan tetapi hal ini tidak signifikan 

3. Secara parsial DAK (X3) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal 

(Y). Jika DAK berubah sebesar satu-satuan maka Belanja Modal akan 

meningkat signifikan 

4. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD (X1), 

DAU (X2), dan DAK (X3) terhadap Belanja Modal (Y). Jika PAD (X1), DAU 

(X2), dan DAK (X3) berubah sebesar satu-satuan maka Belanja Modal akan 

meningkat secara signifikan.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan uraian di atas maka ada beberapa hal penting 

yang bisa penulis rekomendasikan kepada pemerintah dan juga masyarakat di Provinsi 

Nusa Tenggara Timur antara lain: 

1. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengembangkan potensi dari sector 

ekonomi daerah untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta 

peningkatan kemandirian daerah pada PAD untuk membiayai pengeluaran 

daerah. 

2. Diharapkan Pemerintah Daerah memaksimalkan pengalokasian Pendapatan 

Asli Daerahnya terhadap belanja Modal sehingga dapat mengurangi 

ketergantungan terhadap pendapatan transfer. 

3. Pengalokasin DAU dan DAK dalam Belanja Modal diharapkan terus 

meningkat dalam mendukung pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel penelitian seperti 

variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) serta 

memperluas data penelitian seperti data Time Series atau Data Panel agar dapat 

mendapatkan hasil yang lebih komplit. 
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